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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam hal pejabat definitif Berhalangan Tetap atau
Berhalangan Sementara, atasan pejabat  yang
bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan
yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian,;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan
adanya ketentuan tata cara atau pengangkatan
Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 42
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2020);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Menetapkan
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Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi
dan Informatika yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

4. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PIt adalah
pejabat yang ditunjuk dan diangkat untuk melaksanakan
tugas jabatan struktural karena pejabat definitifnya

berhalangan tetap.
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5. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah
pejabat yang ditunjuk dan diangkat untuk melaksanakan
jabatan  struktural karena  pejabat  definitifnya
berhalangan sementara.

6. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan
tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai
PNS, dibebaskan dari jabatan, atau diberhentikan
sementara sebagai PNS.

7. Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat
melaksanakan tugas dan jabatan paling sedikit 7 (tujuh)
hari kerja karena sedang melakukan pendidikan dan
pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau ke
luar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji, atau
alasan penting lainnya.

8. Jabatan ASN adalah sekelompok jabatan yang terdiri atas
jabatan administasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pimpinan Tinggi.

9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi
pemerintah.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

15. Pejabat Pembina  Kepegawaian  adalah  Menteri

Komunikasi dan Informatika.
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Bagian Kedua

Maksud dan tujuan

Pasal 2

Maksud pengangkatan Plt. adalah untuk mengisi
sementara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi yang kosong karena pejabat definitif
berhalangan tetap atau belum ditetapkan.

Tujuan pengangkatan Plt. adalah untuk melaksanakan
tugas Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasiyang kosong dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 3

Maksud pengangkatan Plh. adalah untuk mengisi
sementara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasiatau jabatan pengawas yang kosong karena
pejabat definitif Berhalangan Sementara.

Tujuan pengangkatan Plh. adalah untuk melaksanakan
tugas Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasiatau jabatan pengawas yang kosong dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.
b.

(1)

Plt.Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Plh.Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Pasal 5
Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
a. jabatan pimpinan tinggi utama;
b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan

c. jabatan pimpinan tinggi pratama.
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